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Konsep BLU Dalam UU 1/2004

Benchmarking Agensifikasi

Perbaikan

manajemen

keuangan & 

pengendalian

Skema 
akuntabilitas 

yang lebih 
baik Peningkatan 

nilai ekonomi 
dan efisiensi

Memperkenalk
an konsep new 

public 
management

Identifikasi 
tanggung jawab 

yang jelas

Mengisolasi 
pengambilan 

keputusan 
dari politik

Tujuan

Konsep agensifikasi dunia bertujuan perbaikan manajemen

keuangan & pengendalian, dengan fleksibilitas pada

• kelembagaan/SDM, 

• pengelolaan keuangan, & 

• pengendaliannya.

Pasal 68

• Tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

• Kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan.

• Pembinaan BLU pemerintah pusat 

‒ Keuangan→Menteri Keuangan

‒ Teknis→Menteri teknis bersangkutan.

• Pembinaan BLU pemerintah daerah

‒ Keuangan→ pejabat pengelola keuangan daerah

‒ Teknis→ kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 69

• Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan.

• RKA beserta lap.keuangan dan lap.kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
RKA dan laporan K/L/Pemda.

• Pendapatan dan belanja BLU dikonsolidasikan dalam RKA K/L/Pemda.

• Pendapatan BLU dari jasa layanan merupakan pendapatan negara/daerah.

• BLU dapat menerima hibah.

• Pendapatan BLU dapat digunakan langsung.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

PP 23/2005 2

BLU → instansi pemerintah yang dibentuk untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan,
dikelola otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas, diberikan
fleksibiltas agar lebih agile dalam semangat enterprising the government.
Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, anggaran
pendapatan dan belanja dikonsolidasikan dan merupakan bagian Kementerian
induknya, serta bukan merupakan subyek pajak.

• Peran agensifikasi dalam tata kelola pemerintahan telah lama dan secara luas 
dipraktikkan. Tren pembentukan Agen, dan meninggalkan Satuan Kerja tradisional
dimulai pada tahun 80-an.

• Peran agent dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan
tangan kekuasaan eksekutif telah mencapai lebih dari 75%.



Perkembangan BLU 

Public Service Reform

• Prinsip customer and  

outcome oriented

yang kuat

• Instansi Pemerintah

yang  modern

Agent of Development

Pemenuhan Kebutuhan

Dasar  

Kontributor

Perekonomian

Mendukung Rencana Kerja

Pemerintah dan  Prioritas

Nasional

Kontributor Fiskal

Kontribusi PDB &

PNBP Nasional

Filosofi BLU

• Instansi Pemerintah

Yang Memberikan

Layanan Quasi Publik

• Diberikan fleksibilitas

agar lebih agile 

• Enterprising  the

government.
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• Pendapatan BLU tumbuh rata-rata 28,25%.

(tertinggi tahun 2021 Rp126 T)

• Rata-rata porsi belanja sumber PNBP BLU 72%

• Aset yang dikelola BLU Rp 1.225 T
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BLU BUMNBUREAUCRACY

• Pendapatan setor kas 

negara

• Tidak memiliki Surplus

• Tidak memiliki Unis

Usaha

• Governance secara

rigid oleh Pusat

• Pendapatan tidak

disetor kas negara

• Mengelola Surplus

• Dapat memiliki Unit 

Usaha

• Governance Detail 

Otonom oleh BLU

• Pendapatan bukan

PNBP

• Mengelola Laba

• Pengembangan Bisnis

• Governance Detail 

Otonom oleh    BUMN
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Peran Strategis BLU Dalam Menghadirkan Layanan Prima 
Dan Mendorong Pertumbuhan Nasional

….BLU harus dapat menjamin kualitas layanan kesehatan yang professional, 
merata dan terstandarisasi diseluruh tanah air Indonesia, sehingga masyarakat
dapat mengakses layanan dengan kualitas terbaik di rumah sakit terdekat dan 
menghadirkan layanan unggulan berstandar internasional …..
Presiden Joko Widodo, pada RAKORNAS 2021

…. BLU adalah instrument pemerintah yang bertujuan untuk
melayani masyarakat... 

Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada RAKORNAS 2021
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Meningkatkan kontribusi
terhadap PDB maupun

PNBP Nasional. 

Meningkatkan kesejahteraan umum
melalui penyediaan layanan
kesehatan yang berkualitas. 

Mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui program pendidikan

akademik maupun profesional. 

Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan penelitian, 

telekomunikasi, dan bidang lainnya.  

Optimalisasi inovasi, 
teknologi, dan aset untuk
meningkatkan daya saing

BLU

1

Standardiasi tarif layanan
dan penilaian kinerja

sesuai nature of business 
BLU

2

Meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi penggunaan 

sumber daya (spending 
better)

3

Menciptakan Brand Image 
BLU sebagai penyedia
layanan publik yang 

berkualitas internasional
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Target dan Peran Strategis BLU terhadap Pertumbuhan Nasional

Tantangan BLU 
dalam
meningkatkan
Kualitas
Layanan Publik

Mendukung
pemberdayaan dan 

pertumbuhan UMKM 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwGtzysg8ds9zl85nyKt5VEHMt13JV-ntsMprVdMdfA/copy


Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rumpun BLU
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Per November 2022 (data sementara dan dalam proses validasi) 



SUMBER DANA BLU 
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Alokasi dari APBN (Rupiah Murni)

- Terutama untuk pembayaran Gaji
TNI/PNS dan Tunjangan Kinerja (jika
belum menerapkan remunerasi)

Pendapatan dari Hibah
(Bentuk Uang)

- Hibah Terikat dan Hibah Tidak

Terikat

Pendapatan dari Layanan
Kepada Masyarakat / Umum

Pada Rumah Sakit : BPJS dan 
Yanmasum, PTN/UIN : UKT

Pendapatan Lainnya

Jasa Giro, Bunga dll

Pendapatan Pelayanan BLU 
dari Entitas Pemerintah Pusat

Pendapatan dari Hasil Kerjasama
Optimalisasi Aset, KSO dll



Posisi Dana Yang Dikelola BLU

7

Dana Khusus
Dana Bergulir

Dana Khusus1.Dana Kelolaan
(BUN 999.03)

Dana Khusus
Dana Abadi

Dana Khusus4. Surplus Kas

Dana Khusus3. PNBP Tahun
Berjalan

1. LPDP – DA Pendidikan, Kebudayaan, dan Penelitian

2. LDKPI – Pemberian Hibah/Kerjsama Internasional

3. BPDLH – Pooling Fund Bencana

Dana Dikelola
BLU

Dana Khusus
2. Dana Khusus

Dana Khusus
Dana Pungutan

Dana KhususDana Tanah PSN
(BUN 999.03)

1. PIP – pembiayaan Ultra Mikro

2. LPDB KUKM – pembiayaan koperasi dan UMKM

3. BPDLH – pembiayaan UMKM Kehutanan

4. LPMUKP – pembiayaan UMKM Kelautan & Perikanan

1. BPDPKS – pungutan ekspor kelapa sawit

2. BAKTI – pungutan KPU/USO Telekomunikasi

LMAN – pengelolaan dana Tanah PSN

Dana Khusus
Dana Hibah LH BPDLH – pengelolaan dana hibah Lingkungan Hidup

Akumulasi surplus kas BLU tahun-tahun sebelumnya – terdapat di semua BLU.

PNBP tahun berjalan yang belum dibelanjakan - terdapat di semua BLU

BLU Pengelola Dana

BLU Pengelola
Dana

all BLU

all BLU



Jenis Dana Yang Dikelola Pada BLU
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1. Dana Kelolaan
(Dana Abadi dan Dagulir)

1. Merupakan dana Investasi Pemerintah.
2. Pokok investasi nilainya tetap.
3. Hasil pengembangan dana digunakan sebagai

belanja/disalurkan ke penerima manfaat.
4. Dana hasil pengembangan dana kelolaan yang belum

disalurkan menjadi surplus dan/atau saldo kas.

2. Dana Khusus
(pungutan, PSN, Hibah LH)

1. Dana pungutan dihimpun dari pelaku usaha.
2. Dana Tanah PSN bersumber dari Investasi Pemerintah.
3. Dana Hibah LH bersumber dari hibah LN/DN.
4. Dana yang dikelola diatur khusus tujuan penggunaannya,

tidak diperkenankan untuk diluar yang dimandatkan
dalam regulasi (PP/Perpres) pembentukan BLU-nya atau
pemberi mandatnya.

5. Dana yang belum disalurkan menjadi surplus dan/atau
saldo kas.

Dilakukan optimalisasi kas:
1. Pokok dana
2. Dana yang belum dsalurkan
3. Akumulasi saldo kas
4. Investasi jangka pendek/ panjang

Optimalisasi

Dilakukan optimalisasi kas:
1. Dana yang belum dsalurkan
2. Akumulasi saldo kas
3. Bentuk investasi jk pendek dan jk

panjang → sudah ditentukan bentuk
investasinya dalam PP/Perpres masing2
BLU.

4. Jika sudah sebaga OIP, bentuk investasi
mengikuti PKIP-nya.

4. Dana Saldo Kas

Karakteristik Pengelolaan

Kas BLU diprioritaskan untuk pengembangan layanan.
Dilakukan optimalisasi kas:
1. Bentuk investasi jangka pendek.
2. Dapat menggunakan OIP (ijin Menkeu)

3. Dana Kas PNBP 
TA Berjalan

Dipergunakan untuk belanja TA berjalan/operasional
layanan.

Dilakukan optimalisasi kas:
1. Bentuk investasi jangka pendek dalam

bentuk deposito/DOC/giro.



Prioritas Penggunaan Dana Pada BLU
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Prioritas Penggunaan Saldo Kas Dana Bergulir 

(non 

outstanding)

Dana iuran/ 

pungutan

Dana PSN Dana Kas PNBP 

TA Berjalan

1. Digunakan untuk meningkatkan

layanan BLU bersangkutan sesuai

mandat (termasuk menambah dana 

kelolaan)

V V V V V

2. Digunakan untuk meningkatkan

layanan BLU lain

• Menambah Dana Kelolaan BLU Lain

• Transfer Kas

V X X X X

3. Investasi jangka pendek a.l. 

• Deposito

• SPN (3 bulan)

V V V V V

4. Buffer Kas Negara V X X X X

5. Leverage dana/investasi jangka

panjang non permanen
V X V X X

Prioritas Penggunaan Dana Abadi

Leverage Dana/Investasi jk Panjang non permanen V

Penempatan Dana (Deposito) V

Pembelian SPN V



1. KONSEP PENGGUNAAN SALDO KAS BLU

UU 1 / 2004
Perbendaharaan Negara

Pasal 68 Ayat (2)
Kekayaan BLU sepenuhnya
digunakan utk peningkatan
layanan

PP 23 / 2005
Pengelolaan Keuangan BLU

Pasal 16
BLU menyelenggarakan pengelolaan Kas
Pasal 29
Menteri Keuangan dapat memerintahkan
BLU untuk menyetorkan surplus

PMK 129 / 2020
Pedoman Pengelolaan BLU

Pasal 73 Ayat (1)
Kas BLU harus digunakan secara
optimal untuk layanan

Prioritas Penggunaan Saldo Kas BLU

(1) Meningkatkan layanan BLU itu sendiri sesuai
mandat layanan yang ditugaskan

(5) Penarikan/pengembalian Dana 
surplus anggaran/dana kelolaan

(PMK 129/2020 Pasal 175)(3) Penempatan Dana dalam Deposito/deposit on call (PMK 
129/2020 Pasal 84)

(6) Pembelian SBN (PMK 129/2020 Pasal 190)

(4) Investasi jangka panjang non permanen
→melalui penetapan BLU sebagai OIP

(PMK 129/2020 pasal 124-125) 

Prioritas pertama : Peningkatan Layanan BLU Prioritas kedua : Pengelolaan Kas BUN

(2) Transfer dana ke BLU lain
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2. PENGGUNAAN SALDO KAS UNTUK PENINGKATAN LAYANAN SENDIRI

BLU dapat melakukan 

pemberian Pinjaman 

kepada BLU lain.

OPERASIONAL LAYANAN NON OPERASIONAL LAYANAN

Contoh:
a. Perluasan ruang IGD
b. Pengadaan Ruang Kuliah
c. Pengadaan Komputer atau

tablet untuk input e-rekam
medis

d. Pengadaan mesin absensi
elektronik untuk mahasiswa

e. Penggunaan saldo awal
untuk memenuhi kebutuhan
alokasi remunerasi

Pimpinan BLU (KPA) mengajukan
revisi DIPA ke Kanwil DJPb

Penggunaan Saldo Awal Kas
Belanja Barang/Belanja Modal

Contoh:
a. Pengadaan mobil jabatan
b. Fasilitas penunjang layanan BLU

Penggunaan saldo awal kas diutamakan untuk peningkatan operasional layanan BLU berupa belanja modal dan 
belanja barang. Penggunaan saldo kas dicantumkan dalam RBA BLU.

➢ Persetujuan Menteri Keuangan
➢ Pimpinan BLU (KPA) mengajukan

revisi DIPA ke Kanwil DJPb

Ijin Menteri
Keuangan
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3. TRANSFER KAS KEPADA BLU LAIN

BUN memerintahkan BLU untuk
memindahkan saldo yang berasal dari
Surplus Anggaran kepada BLU lain.

dalam hal
Keadaan darurat

ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan.

(Kondisi ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan).

K/L

PENGUJIAN & PERMOHONAN

✓ Pengujian rencana dan usulan dari
Calon BLU penerima

✓ Pengujian kepada BLU-BLU lain yang 
memiliki likuiditas berlebih untuk
diusulkan sebagai BLU pemberi
transfer

✓ pengajuan surat permohonan
persetujuan dari Menteri/Pimpinan
Lembaga kepada Menteri Keuangan

KEMENKEU

PENILAIAN

✓ Penilaian thdp BLU Penerima

✓ Penilaian thdp BLU Pemberi

✓ Apabila Menteri Keuangan setuju
maka diterbitkan Keputusan Menteri 
Keuangan (KMK)

BLU

USULAN PERMOHONAN

✓ Penyusunan rencana dan 
permohonan dari BLU yang 
memiliki kebutuhan peningkatan
layanan, tetapi kekurangan
likuiditas

✓ Kajian aspek keuangan, teknis dan 
legal beserta feasibility study

KPPN

PENILAIAN DAN PENGESAHAN 
SP3B
✓ Penilaian secara on the spot dan 

komprehensif terhadap kondisi BLU

✓ Pengesahan atas transaksi transfer 

sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah
pada tahun 2020 dalam rangka penanganan
pandemi covid 19 (29 RS total Rp 1,1 Triliun)

Transfer Kas antar BLU
Role and Responsibilities

PMK 38/2020
PER-11/PB/2020

✓ keadaan darurat; dan/atau

✓ menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas
sistem keuangan

Terbatas pada:

Penggunaan kas BLU untuk menambah dana kelolaan
BLU (Tahun 2022, on progress Rp 1,5Triliun )

PMK 172/2021
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4. PENARIKAN/PENGEMBALIAN KAS BLU 

BUN dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLU. Penarikan dana tersebut dapat dilakukan dengan/tanpa
pengembalian ke BLU. 
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Pembinaan
pengelolaan

keuangan

Optimalisasi
kas

Pemerintah

Buffer
Pemerintah

(pasti dikembalikan) 

Tujuan

✓ Posisi likuiditas BLU
✓ Keberlanjutan layanan BLU
✓ Rencana pengembangan layanan

TAB dan TAB+1
✓ Hasil temuan BPK 

✓ Tujuan pengelolaan Dana
✓ Realisasi penyaluran/perguliran
✓ Hasil temuan BPK 

Mempertimbangkan

Surplus 
Anggaran

Dana 
Kelolaan

Sumber Dana

Surplus Anggaran
(hasil pengesahan

pendapatan dan belanja)

Dana 
Kelolaan

Transaksi

Transaksi
Non anggaran

Penyetoran Dana 
Kelolaan sebagai

penerimaan
pembiayaan untuk

bagian anggaran BUN
(Tanpa Pengembalian)

Penetapan

Tanpa
pengembalian
Menkeu (KMK)

Dengan pengembalian
Dirjen
Perbendaharaan
a.n Menkeu (KMK)

mencakup

Besaran

Batas waktu
penyetoran

Jatuh tempo 
pengembalian



5. INVESTASI JANGKA PANJANG  NON PERMANEN  

Pelaksanaan investasi jangka panjang pada BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi Pemerintah.

BLU dapat melakukan investasi jangka panjang setelah ditetapkan sebagai OIP oleh Menteri Keuangan atau investasi jangka Panjang
tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

✓ Komite Investasi Pemerintah (KIP) melakukan penilaian usulan investasi oleh BLU atau merekomendasikan penetapan sebagai OIP kepada Menkeu.
✓ BLU menyusun rencana jangka panjang dan menengah berdasarkan kebijakan umum dan strategis oleh KIP dan menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan rencana jangka

panjang dan menengah dan PKIP.
✓ Mengatur tata kelola pelaksanaan investasi meliputi perencanaan, analisis dan kajian, instrumen investasi, pemilihan bank kustodian/MI, pengelolaan sendiri dan pengalihdayaan

kepada MI, manajemen, dan pelaporan.

MENTERI KEUANGAN
OPERATOR INVESTASI

PEMERINTAH

Penetapan

Permohonan
Persetujuan

BUKAN OPERATOR INVESTASI
PEMERINTAH

INVESTASI JANGKA 
PANJANG

MENTERI KEUANGAN
INVESTASI JANGKA 

PANJANG
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6. PEMANFAATAN SALDO KAS BLU UNTUK PEMBELIAN SBN

Untuk menjaga kondisi fiskal Pemerintah, BUN dapat memberikan penugasan kepada BLU untuk melakukan pembelian
surat berharga negara dengan cara private placement.

Penugasan Pembelian

Surat Berharga Negara

Mempertimbangkan
kondisi fiskal

Tidak perlu persetujuan
investasi jangka panjang

Memperhatikan kondisi keuangan BLU
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MENTERI 
KEUANGAN

Penyediaan SBN dengan

mekanisme private placement .

Penugasan Pembelian

Pembelian SBN

SURPLUS/ DEFISIT
APBN

BLU dapat membeli SBN jangka panjang dengan
persetujuan Menteri Keuangan atau melalui BLU-OIP



Level 1

PENGELOLAAN KAS PADA BLU

BLU perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan kas sehingga dapat melakukan optimalisasi atas surplus kas yang belum dipergunakan tanpa

mengganggu cash flow yang diperlukan untuk layanan. 
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• Pendaftaran seluruh rekening
BLU pada aplikasi sakti

• Koneksi dengan perbankan
untuk mendapakan informasi
saldo harian/berkala

• Sebagian besar rekening
sudah tercatat

• Sebagian sudah
menggunakan e-banking

PENGELOLAAN
REKENING

Capaian
Saat Ini

Rencana Aksi
Kedepan

P
R

O
G

R
ESS 

Kemampuan
mengetahui

rekening dan saldo
rekening secara

real time

LEVEL 1

PENGGUNAAN
VIRTUAL ACCOUNT BLU

PERENCANAAN KAS 
YANG AKURAT

OPTIMALISASI KAS UNTUK 
MENAMBAH PENDAPATAN

Kemampuan
memproyeksi arus
kas secara akurat Kemampuan mengoptimalisasi kas 

melalui pemanfaatan instrumen
investasi jangka pendek

Kemampuan
mengkonsolidasi

saldo kas

• Implementasi virtual account 
pada Rekening BLU

• Penggunaan e-banking  untuk
transaksi dan pelaporan saldo
bank

• TSA/VA rekening Penerimaan
dan Pengeluaran BLU

• Implementasi cashless

• Kemampuan membuat
perencanaan kas secara
akurat

• Tersedia sistem yang 
mendukung perencanaan kas

• Beberapa BLU memiliki
perencanaan kas tetapi
belum sistematis

• Pengeloaan rekening yang baik
• Perencanaan Kas
• Pengelolaan cash mismatch
• Penerapan buffer cash/Saldo

kas minimal
• Penempatan/ investasi

kelebihan kas – Deposito/SPN
• Tersedianya Instrument SPN

• Penempatan Bank Uang pada
Bank Umum berupa deposito

Menjamin
ketersediaan kas 

untuk layanan

• Opportunity 
Cost, 

• idle cash 
• Cost of fund, 

Pinjaman

Pengelolaan Kas BLU

Level 2
Level 3

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL  4



PERENCANAAN KAS BLU

BLU perlu membuat perencanaan kas yang baik dalam menentukan jumlah dana yang dapat dipindahkan dari rekening pengelolaan kas ke
rekening TSA BLU. Satker BLU diharapkan dapat memperkirakan penerimaan, belanja dan surplus/defisit kas, dengan demikian dana yang 
dikelola oleh BUN tidak mengakibatkan kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional BLU. 

Perencanaan Kas
Kemampuan untuk memproyeksi arus kas secara

akurat dalam waktu yang ditentukan.

Cakupan
Arus kas masuk dan Arus kas keluar yang berasal dari pendapatan
RM, PNBP, hibah dll, belanja RM, PNBP, pengesahan dan lainnya. 

Jangka waktu

Proyeksi setidaknya dibuat mingguan untuk waktu satu sampai
dengan tiga bulan kedepan. Semakin panjang horizon waktu, semakin
rendah akurasi proyeksi kas. Proyeksi yang telah dibuat harus selalu di 
update – di sesuaikan dengan perkembangan arus kas. 

Infrastruktur/Sistem pendukung
1. Meknisme/sistem aplikasi yang mendukung untuk mengumpulkan

data penerimaan dan pengeluaran yang signifikan
2. Model proyeksi yang baik.

Metode

Penyusunan perencanaan kas dapat menggunakan pendekatan
80:20 rules – arus kas dengan nilai signifikan.

Akan lebih baik jika didukung oleh sistem akuntansi dan e-banking

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88

Penerimaan Pengeluaran Saldo kas
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KEBIJAKAN KEDEPAN TERKAIT PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI

18
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Pengelolaan Kas Pengelolaan Kas

• Investasi jk.pendek belum jelas kriteria nya dan hanya terbatas

pada deposito.

• Menegaskan definisi investasi jangka pendek dan karakteristik

periodenya serta memperluas instrumen investasi jk.pendek,

tidak terbatas pada deposito on call/deposito berjangka.

Surplus dan Defisit Surplus dan Defisit

• Menambahkan ketentuan bahwa penarikan dana yang dikelola oleh BLU 
tanpa pengembalian, dikecualikan terhadap BLU yang penarikan dan 
pemanfaatan dananya diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri

• Belum ada pengaturan mengenai penarikan surplus anggaran
dan/atau dana kelolaan tanpa pengembalian pada BLU yang 
memiliki pengaturan tersendiri. 

• Mengubah ketentuan bahwa pemindahan saldo BLU tidak lagi terbatas
pada keadaan darurat dan/atau menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan, tetapi untuk:
a. meningkatkan layanan BLU; dan/atau
b. mempertahankan keberlanjutan layanan BLU.

• Pemindahan saldo dapat berupa pemindahan dengan pengembalian
atau tanpa pengembalian.

• Mengatur bahwa pemindahan saldo BLU hanya terbatas dalam hal
keadaan darurat dan/atau menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan dan belum ada opsi pemindahan saldo dengan
pengembalian

EKSISTING NEXT
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